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PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI 

 
NOMOR 7 TAHUN 2011 

 
T E N T A N G 

 
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DI KOTA CIMAHI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA CIMAHI, 

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 
telah ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan di Kota Cimahi, maka 
perlu meninjau kembali dan mengevaluasi 
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan dan Retribusi 
Kependudukan khususnya yang mengatur 
tentang Retribusi; 



 

 

  b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, 
dalam rangka tertib administrasi Retribusi 
penyelenggaraan administrasi 
kependudukan di Kota Cimahi, perlu 
dilakukan pengaturan biaya 
penyelenggaraan administrasi 
kependudukan di Kota Cimahi; 
 

  c. bahwa besaran biaya untuk 
penyelenggaraan administrasi 
kependudukan di Kota Cimahi 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan di Kota Cimahi; 
 

Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3437);  
 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209);  
 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3437); 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3845); 
 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886);  
 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, 
tentang Pembentukan Kota Cimahi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4116); 
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 
 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 
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11. 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 

 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);  
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 
tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4634); 
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 



 

 

 
 

 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
 
 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674); 
 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043); 
 
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3050); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) ; 
 
 


